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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 6 TAHUN 1997
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KEBERSIHAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

a. bahwa datiam rangka meningkatkan
pemerintahan dibvidang kebersihan
menunijang paelaksanaan titik berat

kembali Oorganisasi dan Tatakerija

sSurabava ;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud tersebut
diatas,
dan

dalam kKonsideran menimbang huruf a

dipandang perlu menetapkan Organisasi
Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Surabaya dengan menuangkannya

dalam suatu Peraturan Dasrah,

1. Undang~undaﬁg Nomor 16 Tahun 1850

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982

an Hidup ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
tentang Penverahan Sebagian Urusan Pemerintahan
Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan

Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;

pelayanan
kepada masyarakat dan kelancaran tugas-—-tugas

serta
otonomi
daerah di Kotamadva Daerah Tingkat I1 Surabava,
dipandang perlu menyempurnakan dan menetapkan
Dinas
Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat

tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang teiah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

dan

tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkung-

1987

1992



6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor
57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepads

Pemerintah Daerah Tinhgkat I dan Pemerintah
Daerah Tingkat 11 ;

8. Peratudran Menters Pekerjaan Umum Nomor
5E8/PRT/1291 +tentang Penvelenggaraan Pembinaan
Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan
Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun
18482 tentang drganisasi dan Tatakerja
Departemen Dalam Negeri ;

10, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

1933 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

11, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Dasrah Perubahan ;

12, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun

1963 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
dan Wilayah ; :

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

1984 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Dinas Linghup Pekerjaan Umum Daerah

14. Keputusan Menteri Dailam Negeri HNomor 178 Tahun

1986 tentang Percontohan Ctonomi Daerah Pada
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi
dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabava.

Menetapkan

MEMUTUSKARWN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
KEBERSIHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah 1ini yanhg dimaksud
dengan

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surabava ;



b, Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat il Surabaya ;

¢, Sekretaris Koétamadya Daerah adalah Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat I1II Surabaya ;

d. Dinas Kebersihan Daerah adalah Dinas Kebersihan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya ;

f. Sampah adalah 1imbah yang perbentuk padat dan
setengah padat vang terdiri dari bahan organik
~dan atau an organik baik logam maupun bukan
fogam vang dapat terbakar atau tidak ;

g. Bak sampah/pewadahan sampah adalah tempat
untuk pewadahan sampah di masing-masing persil ;

h. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk
menampung sampah buangan dari masyarakat ;

i. Tempat Pembuangan AKhir (TPA} adalah tempat
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk
menampung dan memusnahkan sampah ;

j. Retribusi Kebersihan adalah pungutan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh
pemiiik atau pemakai persil atas jasa
penyelanggaraan kebaerstihan di Daerah ;

kK. Air Limbah, adalah hasil sampingan proses
industri vang tidak digunakan vyang dapat
berbentuk benda padat, cair, gas, debu dan
lain~lain vang dapat menimbulkan pencemaran
bilamana tidak dikelola dengan benar ;

1. Tinja, adalah kotoran manusia termasuk air seni
yang dibuang ketempat pengolahan air buangan.

BAE II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

{1) Dinas Kebersihan Daerah adalah unsur pelaksana
Femerintah Daerah di bidang kebersihan ;

(2) Dinas Kebersihan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas vyang datam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Walikotamadya Kepala Daerah ;

(3) Dinas Kebersihan Daerah dalam melaksanakgn
tugas berada di bawah Koordinasi administratif
Sekretaris Kotamadya Daerah.



Pasal 3

Dinas Kebersihan Daerah mempunyad tugas
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah
dalam bidang kebersihan vyang menjadi tanggung
jawabnya meliputi perencanaah, psnyusunan program,
penyuluhan, pengelcoiaan dan pemanfaatan sampah dan
tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan
atauy Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam
pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan
Daerah mempunyai Tungsi

a. pelaksanaan Kebijaksanaan teknis pembangunan
dan pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah,
penyuiuhan dan pemberian bimbingan sesuai
kebijaksanaan vyang ditetapkan walikotamadya
Kepatla Daerah ;

b. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang
kebersihan Tingkungan sesuai dengan
kebijaksanaan vang ditetapkan wWalikotamadya
Kepaia Daerah ;

¢. pengelolaan Tata Usaha Dinas.

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

{1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan Daerah
terdiri dari

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha
- Urusan Umum ;
- Urusan Kepegawaian ;
- Urusan Keuangan.

¢. Seksi Pendataan dan Perencanaan :
- Sub Seksi Pendataan ;
- Sub Seksi Perencanaan ;
- 8ub Seksi Pemantauan.

d. Seksi Operasional :
- Sub Seksi Pembersihan Jalan ;
- Sub Seksi Pembersihan Saluran ;
- Sub Seksi Pengangkutan Sampah dan Tinja.

e. Seksi Pembuangan AKhir :
~ Sub Seksi Pengelolaan TPA
- Sub Seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan
Sampah ; '
- Sub Seksi Pengelolasan Air Limbah.



(2}
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(1)
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f. Seksi S8arana dan Perawatan :
-~ Sub Seksi Pengadaan Peralatan ;
- Sub Seksi Pemeliharaan
- Bub Seksi Gudang.

-
¥

g. Seksi Retribusi
~ Bub Seksi Perhitungan dan Penetapan ;
- Bub Seksi Penagihan ;
- Sub Seksi Penerimaan.

h. Cabang Dinas :
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas
i. Kelompeck Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan
Daerah adalah sebagaimana tercantum pada
lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB Iv
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 6
Kepala Dinas mempunyai tugas

B. memimpin dan melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4
Peraturan Daerah ini ;

b, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
kegiatan perangkat staf dan Pelaksana Dinas
Kebersihan Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggungijawab kepada
Walikctamadya Kepala Daerah,

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Ussaha

Pascal 7
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan
keuangan ;
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan_ Daerah
ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

.

penyusunan anggaran, pelaporan dan pembinaan
organisasi dan tatalaksana ;.



b. pengelolaan administrasi Kkepegawaian, surat-
menyurat, kKeuangan, peralatan dan periengkapan
kantor, rumah tangga, dokumentasi dan
kepustakaan ;

€. pehyampaian data dan informasi dalam rangka
evaluasi dan hubungan masyarakat.

Pasal! 9

(1) Urusan Umum mempuhyai tugas melaksanakan
urusan surat menyurat, Kearsipan, ekspedisi,
penggandaan, rumah tangga, administrasi
perjatanan dinas, peralatan dan perlengkapan
kantor serta inventarisasi ;

(2) Urusan Kepegawaian T mempunyasi tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi
Kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk
organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan
dokumentasi dan kepustakaan, menyiapkan dan
menvajikan data dan informasi serta melakukan
tugas hubungan masyarakat dan pengumpulan
peraturan perundang-undangan ;

{3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan vang
meliputi penyusunan anggaran, pembukuan,
pertanggungjawaban serta laporan keuangan ;

(4) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala
Urusan vang dalam meiaksanakan tugas berada di
bawah dan bertangaungjawab Kkepada Kepala Sub
Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Pendataan dan Perencanaan

Pasal 10

{1) Seksi Pendataan dan Perencanaan memnpunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Kebersihan bPaerah di bidang pendataan dan
perencanaan Kebersihan ;

{2) Seksi Pendataan dan Perencanaan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugas berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan ODaerah
ini, Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai
fungsi

a. pelaksanaan pengumpuian dan pengolahan data,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
kebersihan ; ;



b. pelaksanaan penyusunan program dan perencanaan
operasional penanganan kebersihan ;

¢. pemantauan, evaluasi dan peltaporan kondisi
serta perkembangan pelaksanaan ksbersihan.

Pasal 12

(1) sub Seksi Pendataan - mempunvyai tugas
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data,
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksahaan
program kebersihan ;

{(2) Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas
menyusun perencanaan operasional penanganan
kebersihan, program dan evaluasi setrta
pelaporan peliaksanaan perencanaan

(3) sub Seksi Pemant auan mempunyai tugas
malaksanakan pemantauan, evaluasi dan

pefaporan kondisi dan perkembangan pelaksanaan
program kebersihan ;

(4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Seksi Pendataan dan Perencanaan.

Bagian Keempat
Seksi Operasional

Pasal 13

(1) Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Kebersihan Daerah di
bidang operasional kebersihan ;

(2) Seksi Operasional dipimpin oleh seorang Kepaia
Seksi vyang dalam melaksanakan tugas berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Seksi Operasional mempunyai fungsi

a. pelaksanaan pengumpulan dan pembersihan sampah
jalan umum serta saluran dan selokan ;

b. pelaksanaan pengangkutan dan pembuangan sampah
dan tinja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;

¢. pembinaan, pengumpulan dan pembuangan sampah
dilingkungan perumahan dan perkantoran.

Pasal 15
(1) Sub Seksi Pembersihan Jalan mempunyai tugas

melaksanakan pangumpulan dan pembersihan
sampah pada jalan—-jalan umum ;



(2) Sub Seksi Saluran dan Selokan mempunyai tugas
membersihian campah-sampah pada saluran dan
seiokan ;

{3) Sub Seksi Pengangkutan Sampah dan Tinja
mempunyal tugas melaksanakan pengangkutan
sampah ke Tempatl Pembuangan Akhir (TPA) serta
melaksanakan pengangkutan dan pembuangan tinja
ke Tempat Pembuanganr Tinija

{4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Beksi vang daiam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Seksi Operasional.

Bagian Kelima
Seksi Pembuangan Akhir

Pasal i6

(13 Seksi Fembuangan Aknir mempunyar tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan
Daeranh di bidang pengelolaan pembuangan akhir:

(2) Seksi Pembuangan Akhir dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi vyang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 17

Untur menyeienggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Seksi Pembuangan Akhir mempunyai fungsi :

a. pehgeliolaan sampah dan sarana jalan di Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) ;

b. pelaksanaan pemusnahan dan pemanfaatan sampah :
¢. pelaksanaan rengelolaan air limbah serta tinja.
Pasal 18

{1) Sub Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) mempunyai tugas meiaksanakan pengelolaan
sampah dan prasarana jalan di Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) ;

(2) Sub Seksi Pemanfaatan dan Pemushahan Sampah
mempunyai  tugas melaksanakan pemusnahan dan
pemanfaatan sampah ;

{3) S8ub Seksi Pengeloclaan Air Limbah mempunvai
tugas melaksanakan pengelolaan air Timbah
serta tinia ;

(4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksti yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala
Sekst Fempuangan Akhir.



Bagian Keenam
Seksi Sarana Dan Perawatan

Pasal 19

{1) Seksi ©Sarana dan Perawatan mempunyai tugas
meiaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan
Daetrah dH hidang sarana dan perawatan
kKebarsihan ;

(2) Seksi Sarana dan Perawatan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Seksi Sarana dah Perawatan mempunyai fungsi :

a. perencanaah dan pelaKksanaan pengadaan
psraiatan, saranha dan prasarana kebersihan ;

b. pelaksanaan pemeliharaan, bimbingan dan
latihan, pemeliharaan peralatan, sarana dan
prasarana kebersihan ;

¢c. pelaksanaan penyimpanan barang-barang dan
peralatan kebersihan.

Pasal 21

(1) sub Seksi Pengadaan mempunyasi tugas
melaksanakan pengadaan peralatan, sarana dan
prasarana kKebersihan ;

(2) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyat tugas
melakukan pemeliharaan dan memberikan
bimbingan serta latihan terhadap pemeliharaan
peratatan, sarana dan prasarana kebersihan :

(3) Sub Seksi Gudang mempunyai tugas melakukan
penyimpanan barang—-barang dan peralatan
kebersihan untuk kelancaran pelaksanaan
kebersihan ;

{(4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala
Seksi Sarana dan Perawatan.

Bagian Ketujuh
Seksi Retribusi

Pasal 22
{1) Seksi Retribusi mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Kebersihan Daerah di
bidang retribusi kebersihan ;



{2) Seksi Retribusi <ipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yvang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanogung Jjawab Kepada Kepaila
Dinas.

Pasal Z3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Seksi Retribusi mempunvai fungsi

a. peiaisanaan perhiturgan fon nanetanan
retribusi ;

b. pelaksanaan pengelclaan Laftar Wajib Retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribusi ;

¢. pelaksanaan penerimaan pembavaran dan pembukuan
serta penyetoran retribusi Ke Xas Dasrah.

Pasal 24

(1) Sub Seksi Perhituncan dan Penetapan mempunyai
tugas melaksanakan perhitungan, penyusunan dan
membuat usul/rencana penetapan retribusi ;

(2) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas membuat
‘ Daftar peianggan dan tunggakan serta
melaksanakan penagihan retribusqi ;

(3) 3ub Seksi Penerimaan mempunya. tugas melakuka:
penerinain pambayaran reiribusi dan  pembukuan
atas penerimaan pembayvaran retribusi ;

(4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh secorang Kepala
Sub Seksi yang daiam melaksanakan tugas berada
di bawah dain bertanggungiaswab ‘'<epada Kepala
Ssksi Retribusi.

Bagian Kedelaopzan
Kelompok Jabatan rFungsionz?

Pasal 25

Keiompok Jabatan Fungsional mempunyat tugas
melaksanakan sebagian tuc=s Dinas Kabearsihan
Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jienjang jabatan
Fungsional vang dipimpin ¢leh seorang tenaga
fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang
berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada
Kepala Dinas ;

(2} Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas
kelompok dan sub kelompoi sesuai dengan
kebutuhan ;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan
berdasarkan sifat, jenis dan Deban Kerja ;
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Pembinaan terhadap tenaga fungsional
dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang—-undangan vang berlaku.

Bagiah Kesembilan
Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

Cabang Dinas Kebersihan Daerah merupakan Unsur
pelaksana Daerah yang menyelenggarakan
sebagian urusan Dinas Kebersihan Daerah dalam
suatu wilayah tertentu ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur
pelaksana dilapangan yang menyelenggarakan
fungsi atau teknis tertentu ;

Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas dapat dilaksanakan jika memenubhi
Kriteria yang telah ditetapkan serta mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri Daltam
Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara.

BAB v
TATA KERJA

Pasal 28

Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah ;

Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan
prinsip=prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam
lingkungan dinas maupun dengan instansi lain
diluyar dinas ;

Kepala Sub Bagian Tata tlsaha, Kepala Seksti,

Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi
berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip
kecordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi sesuai dengan bidang tugas
masing-masing

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub
Seksi masing-masing bertanggung jawab
memberikan pDimbingan atau pembinaan Kkepada
bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan
tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

(1}

DALAM JABATAN
Pasal 29

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 1 Jawa Timur ;



_12._.

{2) Kepala Sub Bagian Taia Usaha, Kepala Seksi,
Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat
dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah atas usul Kepala Dinas ;

{(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 30
(1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;

(2} Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan
tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub
Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala
Seksi untuk mewakilinya.

BAB Vil
KEPEGAWATIAN

Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan
kKepegawaian Dinas Kebersihan Daerah diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB VIII
KEUARNGAN

Pazsal 32

Keuangan untuk pembiayaan Kkegiatan Dinas
Kebersihan Daerah disediakan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya serta subsidi dan bantuan dari
Pemerintah atasan dan lembaga lain dijuar
Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33
Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini :

a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya Nomor 4 Tahun 1880 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Maret
1982 Nomor 183/P Tahun 1982 dan diundangkan
dalam Lembaran Dasrah Kotamadya Daerah Tingka;
11 Surabaya Tahun 1882 Seri C tanggal 6 Me:
1882 Nomor 1/C dinyatakan dicabut dan tidak
bertaku lagi ;

b. Semua tugas dan fungsi Dinas Kebersihan ©Daerah
yane ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4
Tahun 1980 beralih menjadi tugas dan fungsi
Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkaet 11 Surabaya yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah ini.
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BAB X
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah 1ini mulai berlaku padsa
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini,
dengan penempatannya dalam {Lambaran pasrah
Kotamadya Daerah Tingkat II1 Surabaya.

Ditetapkan di S UR A B A Y A.
pada tanggal 25 PEBRUARI 1897.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA TINGKAT 11 SURABAYA
Ketua,
ttd. ttid.
H. HARJOSO SOEPENO. H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

KOLONEL CHB.NRP.Z2202t%.

Disahkan

dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1997 Nomor : 517/F Tahun 1997.

Ar. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan
ttd.
Drs., MASDRA M. JASIN.

Pembina Utama Muda.
NIP. 510 035 499,

Diundangkan dalam Lembaran Daetrah Kotamadya Daerah Tingkat 11
surabaya Seri C Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1987 Nomor : 9/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT I1 SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat 1I Surabaya

ttd.
Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI.

Paembina.
NIP. 010 056 836.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. SekretQ{:s Kotamadya Daerah

Tingkat 11 Surgbaya
Tg e “‘ ™ !
/3§>4*"ﬁepﬁ¢ Bag1an bixkum
f e e S—— - T ""'k / \
{ _“qumdﬂ‘h,#“

8 ¥1ngkat I.
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PENJELASARN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR €& TAHUN 1897
TENTANG
ORGANIBASLI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan

Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabava.

Pengaturan dan penataan Organisasi Dinas Kebersihan
Daerah tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 1984 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, dengan penyempurnaan-
penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya , perlu adanya antisipasi secara
bersungguh~sungguh guna meningkatkan tugas—-tugas
Pemerintah dibidang kebersihan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan
ditetapkannya Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Peraturan
Daerah 1ini, pelaksanaan Otonomi Daerah semakin mantap dan
pelayanan kepada masyarakat dibidang kebersihan menjadi
samakin meningkat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 34 : Cukup jelas.




BAGAK SUSURAR ORGARISASI
DINAY KEBERSIRAN DAERAH
KCTAMADYA DAERAN TINGKAT 1T SURABAYA

LAMPIRAN  PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAY TINGKAT 11 SURABAYA.
L 1§ TAHUR 1997,

TANGBAL  : 25 PEBRUARI 1997,

KEPALA  DINAS

CABANG GINAS 1

DEWAN PERWAKILAM RAKYAT DAERAN
KOTAMADYA DAERAR TINGKAT II SURABAYA
Ketua,
f1d.

il. BARJOSQ SOEPEMa.

FOLGNEL .CHB, Kitp, 22021,
SALINAK sesuai dengan Aslinye
An, aexrgﬁaris Kutamadyghpaerah
'_.«f“"? f"‘“*mﬂ gkat i Suragﬁ
P ‘f %epxn% Bigien
/ < .;: 1:( / P }«

OORAT. smmux 3, v‘

Pansta Tingkat [.
o #TP, 310 D36 835,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT 11 SURABAYA

ttd.

H. SUNARTG SUMOPRAWIRO.

!
SUB BAGIAN
TATA USARA
i | ;
URUSAN URUSAN HRUSAK E
sk KEPEGARAIAK KEUANGAN ?
! l i' l l
KELQUPQY  JABATAN SEXSI SEKSI 82KS1 SEAST SEX81
FUNGSIONAL PENDATAAN DAN OPERASIONAL PEMBUAKGAR SARANA DAR RETRIBUSE
PERENCAKAAN AXHIR PERAWATAR
— — B E—
LRI 3UB SEKS&! SUB SEKSI §UB SEKSI Sug SEKSI
1 PENDATAAN — PEKBERSIHAR — PENGELOLAAX - PERGADAAR — PERHITUNGAN |
JALAK TPA PERALATAN DAK FENETAPANi
SUB SEXSI SUE BENSI ] SUB SEKSI SUB SEXSI 848 ScKSI
t— PERENCANAAN = FEMGERSIHAN —-{PEMANFAATAR &) |~ PEMELINARAAN] 1 PENAGIHAN
SALURAN DAN PEMUSNAHAN
SELGKAN SAMPAH
SUB ScKst SUB SEXSE U8 BEKSE SUB SEXSI SUB SEKSI
L PEMANTAUAN Lt PENGANSKUTAX i PENGELOLAAN - BUDANG ——  PENCRIMAAN
SAHPAR ETINJA AIR LINBAH
i



